
PERATURAN GUBERNUR ACEH 
NOMOR 21 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNURACEH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH 

TAHUN ANGGARAN 2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR ACEH 

{' 
\,j Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Belanja Hibah Dan Mekanisme PenyaluraniPertanggungjawaban 
Penyelenggaraan Pemilihan GubernurlWakil Gubernur, BupatiIWakil Bupati 
dan WalikotaIW akil Walikota Di Aceh, perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap anggaran belanja pernilihan umum kepala daerah dan wakil kepala 
daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 
Tahun Anggaran 2011; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan atas Peraturan 
Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2011; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pernbentukan Propinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, 
Republik Indonesia Nomor 3893); 

tentang Penyelenggaraan 
Aceh (Lembaran Negara 

Tambahan Lembaran Negara 
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4027); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13'7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20ID 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20ID Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4663); 
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30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
NegaraiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri DaIam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepaIa Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 

35. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana 
Perimbangan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten!Kota 
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 23); 

36. Qffinun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran 
Daerah Tahun 2005 Nomor OS, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); 

37. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh 
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, 
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11); 

38. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan 
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus 
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12); 

39. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Aceh Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 06); 

40. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Belanja Hibah Dan 
Mekanisme Penyaluran!Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemilihan 
GubernurlWakil Gubernur, BupatiIWakil Bupati dan WaIikotaIWakil Walikota 
Di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 18). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR ACEH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJAACEHTAHUNANGGARAN2011. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2011 diubah sebagai berikut : 

Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a angka 4) dan angka 7) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut : 

1. 

2. 

Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Aceh Rp. 797.284.999.424,-

b. Dana Perimbangan Rp. 1.746.648.181.737,-

c. Dana Otonomi Khusus Rp. 4.510.656.496.500,-

d. Lain -lain Pendapatan yang Sah Rp. 34.800.000.000,--_._----
Jumlah Pendapatan 

Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja pegawai 

2) Belanja bunga 

3) Belanja subsidi 

4) Belanja hibah 

5) Belanja bantuan sosial 

6) Belanja bagi hasil 

7) Belanja bantuan keuangan 

8) Belanja tidak terduga 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja pegawai 

2) Belanja barang dan jasa 

3) Belanja modal 

Rp. 908.212.518.590,-. 

Rp. 0,-

Rp. 0,-

Rp. 694.802.572.831, -

Rp. 626.225.798.417,-

Rp. 250.000.000.000,-

Rp. 210.289.816.032,-

Rp. 50.000.000.000,-

Rp. 270.836.819.348,­

Rp. 3.354.019.696.972,­

Rp. 1.610.312.777.810,-

Jumlah Belanja 

Surplus/(Defisit) 

3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan Rp. 885.310.322.339,-

b. Pengeluaran Rp. 0,-
,-------

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan 

Rp. 7.089.389.677.661,-

Rp. 2.739.530.705.870,-

Rp. 5.235.169.294.130,-

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

7.974.700.000.000,­

(885.310.322.339,-) 

885.310.322.339,-

0,-
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